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Abstrak 
Mahkamah Agung dalam melaksanakan keterbukaan informasi kepada publik atau transparasi memiliki wewenang memuat salinan putusan ke dalam situs website milik Mahkamah Agung. Pemuatan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk terkait Perkara Tindak Pidana Kesusilaan lebih tepatnya pornografi balas dendam (revenge porn) yang dilakukan oleh terdakwa Alex Harto Bin Handil Alm. ke dalam situs Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Mekanisme yang harus mengaburkan informasi terkait identitas saksi dalam perkara tindak pidana kesusilaan, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana menurut UU saksi korban yang harus dilindungi identitasnya dan perkara dalam persidangan yang dilakukan secara tertutup. Berdasarkan Keputusan tersebut Biro Hukum dan Humas yang bertanggungjawab mengelola situs website seharusnya melakukan pengaburan data optik yang bermuatan kesusilaan dan identitas korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap publikasi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk yang mencantumkan data optik bermuatan kesusilaan ke dalam website Mahkamah Agung telah sesuai Keputusan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 serta pertanggungjawaban pidana yang timbul terhadap publikasi putusan tersebut. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah hukum yuridis sosiologis. Data yang digunakan merupakan data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi putusan ke dalam situs Mahkamah Agung dalam perkara kesusilaan yang mencantumkan data optik bermuatan kesusilaan dengan tidak mengaburkan foto serta identitas saksi perlu memperhatikan peraturan yang berlaku dan bentuk pertanggungajawaban yang timbul merupakan vicarious liability karena kesalahan yang dilakukan oleh petugas informasi merupakan kesalahan korporasi,Mahkamah Agung sebagai badan hukum publik dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kesalahan seseorang yang memiliki hubungan kerja. 
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Abstract
The Supreme Court in carrying out information disclosure to the public or transparency has the authority to post a copy of the decision on the website of the Supreme Court. Loading a Copy of the Judgment of the Palangka Raya District Court Number 259/Pid.Sus/2020 PN Plk related to the Criminal Act of Decency Case, more precisely revenge committed by the defendant Alex Harto Bin Handil Alm. the Supreme Court website is not in accordance with the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number 1-144/KMA/SK/I/2011 of 2011 concerning Guidelines for Information Services in Courts. Mechanisms that must obscure information related to the identity of witnesses in cases of criminal acts of decency, domestic violence, the Supreme Court website is not in accordance with the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number 1-144/KMA/SK/I/2011 of 2011 concerning Guidelines for Information Services in Courts. Mechanisms that must obscure information related to the identity of witnesses in cases of criminal acts of decency, domestic violence,  criminal acts according to the law on victim witnesses that must be protected by their identity and cases in trials conducted behind closed doors. Based on this decision, the Law and Public Relations Bureau responsible for managing the website should obscure optical data that is charged with decency and the identity of the victim. This study aims to analyze law enforcement against the issuance of the Palangka Raya District Court Decision Number 259/Pid.Sus/2020 PN Plk which contains optical data containing morals on the Supreme Court website according to the KMA Decision Number 1-144/KMA/SK/I/2011 and criminal liability arising from the issuance of the decision. The research method in this research is sociological juridical law. The data used is qualitative data sourced from primary data and secondary data. The results of the study indicate that the publication of decisions on the Supreme Court's website in cases of decency arising from data taken from morality by not looking at photographs and witnesses need to pay attention to what is in effect and the form of coverage that arises because mistakes made by information officers are corporate fault,  the Supreme Court as a public legal entity can be held accountable for the mistakes of someone who has an employment relationship.
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PENDAHULUAN 
Kemajuan dalam bidang teknologi saat ini dapat  memberikan dampak positif maupun negatif bagai pedang bermata dua, dampak positif bagi kehidupan manusia sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan, disisi lain dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan (Purwoleksono 2019). Gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap manusia merupakan kejahatan yang berkembang dalam segala aspek termasuk kehidupan masyarakat bahkan negara (Waluyo 2008). Sejauh ini peningkatan terhadap kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat terus merajalela disetiap aspek kehidupan manusia yang berakibat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. 

Perkembangan di bidang teknologi mampu memberikan perubahan dengan meningkatkan kemajuan pembangunan serta menciptakan kesejahteraan bagi manusia, namun disisi lain dapat pula menimbulkan efek negatif yang tidak sesuai dengan tatanan masyarakat serta aturan yang berlaku. Salah satu penyalahgunaan dalam memanfaatkan teknologi adalah melakukan penyerangan terhadap kepentingan orang lain dengan menyebarkan konten dengan muatan pornografi melalui media sosial tanpa izin. Kejahatan di dunia maya atau cyber crime semakin meningkat setiap tahunnya dengan modus operandi baru yang sangat meresahkan dalam bidang kesusilaan, yaitu pornografi balas dendam (revenge porn).

Anneke Willihardi menyebutkan bahwa revenge porn merupakan istilah untuk mendefiniskan kejahatan penyebaran konten bermuatan seksualitas tanpa disetujui oleh orang yang bersangkutan diakibatkan memiliki kebencian atau keinginan untuk balas dendam terhadap korban sebagai motif penyebarannya (Putri Willihardi and Wahyudi 2020). Pada dasarnya semua orang bisa menjadi korban kejahatan, namun pada beberapa kasus korban kejahatan dari revenge porn adalah perempuan. Perempuan sebagai korban dari revenge porn menjadi pihak yang paling disalahkan bahkan mendapat label buruk dalam masyarakat. Kehidupan pribadi korban kerap kali diberitakan di media masa dan dipertontonkan kepada publik, padahal seharusnya data mengenai pribadi korban haruslah dikaburkan atau bahkan dirahasiakan. 

Perempuan sebagai korban dari kejahatan kesusilaan seringkali menjadi korban untuk yang kedua kali, hal ini terjadi karena pandangan masyarakat yang menganggap dapat terjadinya suatu kejahatan terhadap kesusilaan adalah timbul akibat dari perilaku perempuan itu sendiri, tak jarang pula penegak hukum malah menyudutkan dan menyalahkan korban sehingga seolah-olah perempuan sebagai korban bersalah dan tidak layak untuk mendapatkan perlindungan.  

Berdasarkan catatan tahunan komnas perempuan bentuk cyber crime yang dialami oleh perempuan pada tahun 2020 adalah revenge porn yang menduduki peringkat pertama terbanyak yaitu mencapai 33% (tiga puluh tiga persen) kemudian disusul oleh malicious distribusion sebesar 20% (dua puluh persen), pada peringkat ketika yaitu cyber harassment sebanyak 15% (lima belas persen). Pada tahun 2020 terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada kasus cyber crime mencapai 281 (dua ratus delapan puluh satu) dimana pada tahun 2018 sebesar 97 (Sembilan puluh tujuh) kasus, sehingga mengalami kenaik sebanyak 300% (tiga ratus persen) (Komnas Perempuan 2020). 
Perkara tindak pidana kesusilaan yang salah satunya melalui media elektronik terjadi pada Putusan majelis Hakim Pengadilan Palangka Raya No. 259/Pid.Sus/2020 PN Plk. Dalam perkara tersebut atas nama terdakwa Alex Harto Bin Handil Alm terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan aturan mendistribusikan dan /atau menstranmisikan foto atau video bermuatan melanggar kesusilaan.

Pada Agustus tahun 2019 terdakwa Alex Harto Bin Handil Alm berkenalan dengan saksi Eka Sarita melalui media sosial facebook dan sering berkomunikasi melaui messenger dan whatsapp, tidak lama kemudian sekitar bulan November 2019 mereka menjalin hubungan pacaran dan sering melakukan hubungan suami istri atas permintaan terdakwa, selama itu terdakwa sering kali mendokumentasikan dengan cara mengambil video saat melakukan hubungan suami istri antara keduanya dengan alasan sebagai koleksi terdakwa sampai tutup usia, jika saksi Eka Sarita melarang, saksi Eka Sarita akan selalu diancam dengan pisau dan gunting, namun sekitar bulan Desember 2019 saksi korban Eka Sarita memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa.

Pada jumat, 07 Februari 2020 terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada saksi Yaya Purdanawati yang berisi foto dan video saksi korban Eka Sarita Asie tanpa menggunakan busana dan diserta dengan kalimat “kenal lah”. Kemudian saksi Yaya Purdanawati langsung memberitahukannya kepada saksi Eka Sarita Asie. Selain itu, terdakwa sering mengirimkan pesan berupa video dan foto saksi Eka Sarita Asie yang bermuatan asusila kepada saksi Sri Ayu Heriyanti Bin Muhammad Darwinsyah melalui messenger dengan akun facebooka.n Alek Hato (https://facebook.com/alek.harto) dan menggunakan whatsapp dengan nomor telepon 082351891933 dan 085348849790.

Tujuan terdakwa Alex Harto Bin Handil Alm mengirimkan dan mengancam foto dan video asusila saksi Eka Sarita karena merasa sakit hati dengan saksi Eka Sarita sebab telah memutuskan hubungan pacaran sementara hubungan antara saksi Eka dengan terdakwa sudah diketahui oleh istri terdakwa. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Eka Sarita merasa dirugikan dan dipermalukan oleh terdakwa karena foto dan video yang bermuatan asusila tersebut telah disebar oleh terdakwa kepada orang-orang terdekat saksi Eka Sarita.
Pada putusan tersebut memuat hasil pengambilan berita acara data optik berupa foto dari korban. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) alat bukti hukum yang sah berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic maill), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” 
Eksistensi diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 44 UU ITE yang mengacu pada Pasal 5 UU ITE memiliki syarat keabsahana agar dapat dijadikannya sebagai pembuktian dalam siding perkara pidana. Syarat keabsahan suatu alat bukti menurut Josua Sitompul dibagi menjadi dua jenis yaitu syarat materiil dan formil. Syarat formil alat bukti dinyatakan sah harus dipenuhinya pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE menjelaskan informasi dan/atau dokumen elektronik harus dalam bentuk tertulis dan harus diperoleh dengan cara yang sah tidak menurut hukum, apabila perolehan alat bukti dengan cara yang tidak sah, berdampak pada tidak dapat digunakannya alat bukti sebagai pembuktian dan akan dikesampingkan oleh hakim (Sitompul 2012). Selain itu, pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 20/PUU XIV/2016 yang menyebutkan “Frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) alat bukti dinyatakan tidak meiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak terdapat frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” didalamnya. Alat bukti diperlukan sebagai upaya pada penegakan aturan atas pemenuhan permintaan yang berasal dari kejaksaan, kepolisian ataupun institusi penegak hukum sesuai ketetapan undang-undang (Pasal 31 ayat (3) UU ITE). Sedangkan syarat materil tertera pada Pasal 16 UU ITE pada intinya alat bukti elektronik harus bisa dijamin keotentikan, keutuhan, keamanan, kerahasiaan serta akses untuk informasi dan/atau dokumen elektronik tersedia untuk dipertanggungjawabkan sehingga menunjukan suatu keadaan pada proses peradilan.

Dapat disimpulkan bahwa  email, chatting, foto, maupun berbagai file elektronik yang dilakui sebagai alat bukti. Foto sebagai bukti elektronik memiliki keunikan tersendiri karena bersifat elektronik sehingga dapat dirubah, diedit bahkan dihapus. Dalam membuktikan foto sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya harus menggunakan ahli digital forensic untuk menganalisis keaslian dari alat bukti tersebut.  
Pada persidangan perkara kesusilaan memang dilakukan secara tertutup, namun kronologi atau materi yang disampaikan dalam persidangan tertuang dalam putusan pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Keterbukaan putusan kepada masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (selanjutnya disebut SK KMA144/KMA/VIII/2007) (Mansyur 2010). Selain itu, terbitnya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan. 
Pada Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk yang memuat identitas korban secara detail dan memuat data optik berupa foto korban dengan jelas dan di masukkan ke dalam situs resmi milik Mahmakah Agung dimana semua orang dapat mengakses dan terbuka untuk umum, hal ini tidak sesuai dengan Keputusan KMA144/KMA/VIII/2007. Dalam pasal 8 SK MA Nomor 144 tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan harus mengaburkan informasi yang memuat identitas saksi korban sebelum memasukkan salinan putusan atau penetapan Pengadilan ke dalam situs yang berkenaan dengan perkara tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang menurut Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi, tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana yang bersifat tertutup perlu dilindungi identitas saksi dan korbannya.

Angka 1 huruf a Romawi VI Lampiran I Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (selanjutnya disebut Keputusan KMA 1-144/2011) memperkuat mengenai pengaturan pengaburan yang dalam hal undang-undang ini mengatur mengenai prosedur pengaburan suatu informasi yang akan dimuat dalam situs sehingga dapat dilihat oleh publik.
Identitas dapat diartikan sebagai ciri fisik, warna kulit, ras, penilaian diri, bahasa yang digunkan dan semua hal yang daoat digunakan untuk mengkontruksi identitas. Menurut klap identitas meliputi semua hal yang ada dalam diri seseorang seperti nama, status, kepribadian bahkan masa lalunya (Sakti and Yulianto 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat bukti data optik yang dimuat dalam putusan kasus kesusilaan harus dikaburkan terlebih dahulu sebelum memasukkannya kedalam situs resmi milik Mahkamah Agung. 

Publikasi Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk yang mencantumkan data optik bermuatan kesusilaan ke dalam website Mahkamah Agung memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimana dalam Pasal tersebut mengatur mengenai informasi bermuatan kesusilaan dengan bunyi pasal “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Subjek hukum yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) mengacu pada perseorangan ataupun badan hukum yang termaktub di Pasal 1 angka 21 UU ITE.
Penegakan terhadap perturan perundang-undangan terkait publikasi putusan ke website Mahkamah Agung perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti dalam Publikasi Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk yang mencantumkan data optik bermuatan kesusilaan (foto korban). Mahkamah Agung dapat dimintai pertanggungjawaban karena publikasi yang dilakukan pada putusan tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Mahkamah Agung sebagai badan hukum merupakan vicarious liability dimana korporasi bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya tanpa melihat status atau kedudukan orang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan masalah :
1. Bagaimana penegakan hukum terhadap publikasi Putusan PN Palangka Raya Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk yang mencantumkan data optik bermuatan kesusilaan ke dalam website Mahkamah Agung telah sesuai dengan Keputusan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ?  

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas publikasi Putusan PN Palangka Raya Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk yang memuat data optik terkait foto korban ke dalam website Mahkamah Agung ?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemuatan alat bukti data optik pada Putusan PN Palangka Raya Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk sudah sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia, serta menganalisis akibat hukum terhadap putusan tersebut yang memuat alat bukti data optik dalam kasus kesusilaan.
METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dimana suatu proses sinkronisasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktek lapangan (Amiruddin and Asikin 2012).. Penelitian ini mengacu pada data kualitatif yang bersumber dari data primer yang didapatkan secara langsung dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, norma hukum yang hidup di masyarakat serta putusan pengadilan (Ali 2009). Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan studi kepustkaan dan studi lapangan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap Publikasi Salinan Putusan Pengadilan Palangka Raya yang mencantumkan data optik bermuatan kesusilaan kedalam website Mahkamah Agung. 
Data primer yang digunakan berasal dari data didapatkan secara langsung dan data sekunder berasal dari yurisprudensi, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mengacu pada masalah publikasi putusan yang mencantumkan data optik bermuatan kesusilaan ke dalam website Mahkamah Agung. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan publikasi salinan putusan yang mencantumkan data optik bermuatan kesusilaan dalam salinan Putusan PN Palangka Raya No. 259/Pid.sus/2020 PN Plk menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari temuan atau pendapat para sarjana, jurnal,  artikel, serta buku teks dan bahan non hukum diambil dari buku non hukum, website dan kamus hukum yang berkaitan dengan pemuatan alat bukti berupa data optik dalam putusan kasus kesusilaan
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengkaji data hukum primer dan sekunder untuk dilakukan pemahaman dan mengkaji isi secara mendapat untuk medapatkan pemahaman yang dapat disimpulkan. Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif yakni dengan merumuskan kaedah yang ada untuk mendapatkan suatu terobosan atau saran untuk memeberikan argumentasi terhadap fakta yang berguna untuk memecahkan masalah atau menajawab suatu peristiwa hukum. 
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUBLIKASI PUTUSAN NOMOR 259/PID.SUS/2020 PN PLK KE DALAM WEBSITE MAHKAMAH AGUNG
Peradilan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan tugas untuk memutus perkara dan menegakkan keadilan dengan menggunakan hukum yang berlaku maupun menemukan hukum (Basah 1995). Peradilan mengarah pada proses yang dilakukan untuk menegakan keadilan, sedangkan pengadilan dianggap sebagai wadah atau tempat yang digunakan dalam rangka untuk menegakan hukum dari peradilan.

Peradilan Umum dalam menjalankan tugasnya berada dibawah naungan dari Mahkamah Agung yang meliputi peradilan agama, peradilan umum, peradilan tata usaha negara serta peradilan agama. Dalam lingkungan Peradilan Umum memiliki tingkatan dalam penegakan hukum yaitu Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai lembara peradilan tingkat kedua serta Mahkamah Agung sebagai lembara peradilan ditingkat ketika. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan wilayah hukum kabupaten/kota. Tugas Pengadilan Negeri yaitu memutus, memeriksa serta mengadili perkara yang berkaitan dengan pidana maupun perdata di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi, dengan wilayah hukum provinsi. Tugas dari Pengadilan Tinggi adalah mengadili terkait perkara pidana maupun perdata di Tingkat banding.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam memegang kekuasaan kehakiman memiliki fungsi yang cukup kompleks yaitu mengawasi, mengatur serta membina keseragaman dalam penerpan hukum ditingkat kasasi dan peninjauan kembali demi terciptanya aturan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum.

Mahkamah Agung memberikan komitmen kepada masyarakat untuk memberikan informasi publik secara terbuka melalui Subbagian Data dan Informasi pada Bagian Perputakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Hubungan masyarakat yang memiliki fungsi sebagai pemberi layanan informasi kepada publik. Penerbitan SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan informasi di Pengadilan dan Mahkamah Agung. Dalam Keputusan KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007  mengatur mengenai informasi yang harus diumumkan pengadilan, informasi yang dapat diakses publik, biaya perkara, prosedur keberatan, tata cara pengumuman, pemanfaatan informasi serta tata cara mendapatkan informasi publik. Namun terdapat beberapa kententuan yang tidak diatur dalam surat keputusan tersebut diantaranya adalah informasi publik yang dikecualikan, prosedur pengaburan informasi, dan petugas yang bertanggungjawab dalam pemuatan informasi publik.
Mahkamah Agung dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi publik berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut dengan UU KIP). Pedoman yang digunakan untuk melaksanakan prosedur dalam pelayanan informasi publik dapat menggunakan  Keputusan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (selanjutnya disebut dengan  SK KMA 1-144/2011). Dalam  Keputusan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 menambahkan aturan yang belum ada dalam SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 yaitu terkait informasi yang harus dikecualikan serta prosedur pengaburan. 
Dalam angka 1 Romawi I Lampiran I Keputusan  KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 mendefinisikan yang dimaksud dengan “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Pengadilan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan; baik yang berkaitan dengan penanganan perkara, maupun yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi pengadilan.” 
Dalam mewujudkan transparansi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan dengan mekanisme keterbukaan informasi publik yang dapat diakses melalui portal www.mahkamahagung.go.id. Dalam portal tersebut tersedia informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan pencari keadilan mengenai hak dan kewajiban serta mekanisme pelayanan hukum. Selain itu, Mahkamah agung dalam menyediakan salinan putusan dapat diakses melalui putusan3.mahkamahagung.go.id. 
Salinan putusan dapat dikategorikan sebagai informasi publik sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU KIP mendefinisikan informasi publik “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”
Dalam Romawi II Lampiran I Keputusan KMA 1-144/2011 disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan yang harus disediakan oleh Mahkamah Agung, yakni:
1. “Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;

2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan

3. Informasi yang dikecualikan.”
Pengadilan sebagai penyedia informasi harus memastikan ketersediaan informasi dan dapat diakses oleh masyarakat setiap waktu. Dalam angka 1 huruf C.2 Romawi II Lampiran SK KMA 1-144/2011 menjelaskan bahwa “seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi) merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.”
Pada persidangan perkara kesusilaan memang dilakukan secara tertutup, namun kronologi atau materi yang disampaikan dalam persidangan tertuang dalam salinan putusan pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat umum melalui situs website Mahkamah Agung. Keputusan KMA 1-144/2011 pada dasarnya mengatur mengenai prosedur pemuatan putusan yang dapat dilakukan dalam situs Mahkamah Agung.
Pada salinan Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk yang dimuat pada situs website Mahkamah Agung memuat identitas korban secara detail dan memuat data optik berupa foto korban dengan jelas dan di masukkan ke dalam situs resmi milik Mahmakah Agung dimana semua orang dapat mengakses dan terbuka untuk umum, hal ini tidak sesuai dengan Keputusan KMA 1-144/2011.
Keputusan KMA 1-144/2011 sudah memberikan rambu yang harus dipatuhi dalam pemuatan salinan putusan pada situs website Mahkamah Agung, salah satunya adalah mengenai pengaburan sebagian informasi yang dapat diakses oleh publik. Pengadilan harus mengaburkan informasi mengenai identitas para pihak yang berperkara dan saksi untuk perkara-perkara pengangkatan anak, perkawinan, wasiat, dan perkara yang dilakukan secara tertutup. Hal ini diperkuat pada Angka 1 huruf a Romawi VI Lampiran I Keputusan KMA 1-144/2011 telah diuraikan secara jelas bahwa: “Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs, Petugas Informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut:

a. Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara:

i. Tindak pidana kesusilaan;

ii. Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalarn rumah tangga;

iii. Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan

iv. Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.”

Dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk yang dimuat pada website Mahkamah Agung tidak sesuai dengan prosedur sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan infirmasi yang dapat diakses publik karena dalam salinan putusan tersebut memuat informasi yang mengungkap identitas dari korban tindak pidana kesusilaan. Selain itu, sidang perkara tindak pidana kesusilaan dilangsungkan secara tertutup. Hal ini diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP  yang berbunyi: “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.”
Identitas yang terdapat pada Keputusan KMA 1-144/2011 dapat diartikan sebagai pribadi yang memiliki keyakianan dan ciri-ciri yang berbeda dari yang lain. Identitas diri dapat berisi atribut fisik, keyakinan, tujuan, harapan, prinsip moral atau gaya sosial (Noor 2013). Dengan demikian, dalam putusan kasus kesusilaan identitas korban memenuhi untuk dikaburkan yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Sehingga petugas informasi memiliki kewajiban untuk mengabutkan identitas saksi dan korban dari tindak pidana kesusilaan yang terdapat dalam salinan putusan tersebut. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab terkait pemuatan putusan dalam situs website Mahkamah Agung dalam mengaburkan informasi terkait identitas saksi dan korban adalah Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung karena yang bertanggungjawab untuk mengelola situs milik Mahkamah Agung  adalah Kepala Biro Hukum dan Humas sesuai dengan angka 5 Romawi IV Lampiran I Keputusan KMA 1-144/2011.
B. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PUBLIKASI PUTUSAN  NOMOR 259/PID.SUS/2020 PN PLK DALAM SITUS MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif  termasuk dalam badan hukum yang bersifat publik sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”
Badan hukum publik yang termasuk dalam lembaga yudikatif diterangkan dalam Bagian C Lampiran I Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik disebutkan bahwa Mahkamah Agung berserta lemabaga peradilan yang ada dibawahnya.
Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan UU KIP membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentaasi (PPID) yang bertanggungjawab dibidang inforormasi publik.  “PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini.” tercantum dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik.
Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk memberikan akses atau informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat hal ini termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.” Transparansi keputusan yang memuat berbagai putusan pengadilan tingkat pertama dan banding adalah salah satu aplikasi yang dapat digunakna dalam rangka keterbukaan informasi kepada masyarakat (Wibisono 2012).
Sebagai bentuk transparansi peradilan yang ditujukan untuk masyarakat Mahkamah Agung berupaya untuk mengimplemenasikan keterbukaan informasi yang disajikan dengan mencakup ketetapan Mahkamah Agung, salinan putusan serta anggaran atau biaya perkara. Penyajian informasi dapat dilihat dalam website Mahkamah Agung maupun Pengadilan sebagai bentuk untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan. Sebagai salah satu contoh putusan yang dapat diakses adalah Putusan PN  Palangka Raya Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk yang dimuat dalam situs milik Mahkamah Agung.
Salinan putusan atau penetapan hakim dikategorikan sebagai informasi yang dapat diakses oleh publik, namun terdapat prosedur pengaburan informasi. Sebelum  memuat atau memasukkan salinan putusan kedalam situs website dalam Keputusan KMA No. 1-144/2011 mewajibkan pengadilan untuk melakukan pengaburan terhadap informasi tertentu yang berkaitan dengan privasi para pihak dalam perkara tertentu, hal ini untuk melindungi kepentingan atau martabat para pihak terkait. Salah satu informasi yang harus dikaburkan adalah lnformasi yang berkenaan dengan identitas saksi korban pada perkara kekerasan dalam lingkup rumah tangga, perkara kesusilaan, perkara yang menurut UU PSK identitas saksi dan korbannya harus dilindungi, dan perkara yang dilakukan dalam persidangannya secara tertutup (Mahkamah 2008). 
Mekanisme dalam pengaburan informasi termuat dalam Lampiran SK KMA No. 144/2007. Pengaburan informasi diperlukan sebelum putusan atau penetapan pengadilan dimasukkan ke dalam situs Mahkamah Agung. Sementara pengaburan manual dapat dilakukan apabila putusan atau penetapan sudah tercetak dengan menghitamkan informasi yang berkaitan sehingga tidak dapat terbaca lagi (Mahkamah 2008).
Salinan putusan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk tidak menjalankan mekanisme atau prosedur pengaburan informasi. Selain itu putusan tersebut secara tidak langsung memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
Unsur yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) adalah unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. Berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.” Dapat dimaknai bahwa unsur “mendistribusikan” hanya sebatas dengan mengirimkan dan menyebarkan. 
Sedangkan “yang dimaksud transmisi adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.” Pengertian mengenai transmisi masih dikaitkan dengan distribusi informasi karena masih sebagai bagian dari itu dan mentransmisikan selalu melibatkan dua pihak yang saling berinteraksi dengan kesamaan alat yang dipakai (Sayogaditya and Arsawati 2019).
Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa “yang membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.”
Berkaitan dengan pemuatan Putusan PN Palangka Raya Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN dalam situs website resmi milik Mahkamah Agung apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, apabila seseorang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikateorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Meskipun apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan dimuka umun, namun perbuatan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan mempertunjukkan dimuka umum (Sayogaditya and Arsawati 2019). 
Pertanggungjawaban pidana terletak pada setiap orang yang merupakan subjek hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 yaitu bahwa “Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum." Mahkamah Agung sebagai badan hukum publik dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang memenuhi pasal 27 ayat (1) karena dalam frasa setiap orang dapat ditujukan kepada badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa publikasi yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE  dapat dijatuhkan baik dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan maupun sebagai korporasi dengan pidana penjara dan/atau denda. Korporasi sebagai subjek hukum menjadikan korporasi dapat bertindak seperti manusia yang memiliki hak dan kewajiban hingga tanggung jawab yang ditentukan oleh undang-undang.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) sangat terkait dengan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights) seseorang, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: 

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. 

2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai. 

3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”

Ketentuan pidana yang berkaitan dengan kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan. Penggunaan ketentuan hukum tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya sarana internet yang digunakan untuk menampilkan atau menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.

Mahkamah Agung sebagai badan publik memiliki struktur organisasi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan bagiannya. Struktur pelaksanaan pelayanan informasi di tiap-tiap Pengadilan terdiri dari :
1) “Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID);

2) PPID;

3) Petugas Informasi; dan
4) Penanggungjawab Informasi.”
Dalam Huruf B Angka 2 Romawi III Lampiran I Keputusan KMA No. 1-144/KMA/SK/1/2011 menyebutkan bahwa “PPID di lingkungan Mahkamah Agung dijabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.” PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi. Petugas Informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Urusan Administrasi adalah Kepala Subbagian Data dan Pelayanan Informasi (Huruf B Angka 4 Romawi III Lampiran I Keputusan KMA No. 1-144/KMA/SK/1/2011). 
Tugas, tanggungjawab dan kewenangan PPID termuat dalam Huruf D Romawi III Lampiran I Keputusan KMA No. 1-144/KMA/SK/1/2011 yang salah satunya adalah untuk mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media yang efektif dan mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Petugas Informasi.
Berkaitan dengan pengelolaan situs diatur dalam Angka 5 Romawi IV Lampiran I Keputusan KMA No. 1-144/KMA/SK/1/2011 menyebutkan bahwa “ Situs Mahkamah Agung dikelola dan berada di bawah tanggungjawab Kepala Biro Hukum dan Humas.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang bertanggungjawab untuk memuat suatu salinan putusan dalam situs resmi adalah Kepala Biro Hukum dan Humas dibawah naungan dari Badan Urusan Administrasi.
Bentuk pertanggungjawaban pidana yang timbul akibat dari pemuatan putusan dalam situs Mahkamah Agung yang tidak megaburkan identitas saksi pada kasus kesusilaan merupakan pertanggungjawaban korporasi, dimana Mahkamah Agung termasuk dalam badan hukum publik. Sehingga berlaku pertanggungjawaban pidana berupa Vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti. 
Menurut  Henry Compbell Vicarious liability atau pertanggungjawaban penganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, yang timbul atas pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak atau majikan terhadap pekerja (Mahmud 2020). Vicarious liability dapat diartikan sebagai bentuk pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Vicarious liability dapat terjadi dengan syarat kedua pihak harus mempunyai hubungan pekerjaan  seperti majikan dan buruh, pemberi kerja dan pekerja serta atasan dan bawahan. Dapat diberlakukannya pertanggungjawaban vicarious liability apabila kesalahan yang dilakukan oleh pekerja masih berkaitan dengan pekerjaanya (Amrani and Ali 2015).
Menurut Sutan Remy Sjahde pertanggungjawaban vicarious liability dapat diberlkaukan apabila terdapat hubungan yaitu pertama “orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja” dan yang kedua “orang-orang berdasarkan hubungan lain”. Hubungan yang dimaksud dalam hal ini ditafsirkan olehnya sebagai “hubungan dengan korporasi yang bersangkutan”. Dalam hal ini yang dimaksud “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau sebagai pegawai, yaitu (Sjahdeni 2007): 
1) Perjanjian yang terbentuk sebagai pegawai terhadap korporasi

2) Surat pengangkatan sebagai pegawai korporasi

3) Perjanjian kerja sebagai pegawai

Sedangkan yang dimaksud dengan “orang-orang berdasarkan hubungan lain” adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mereka itu antara lain yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan (Sjahdeni 2007) :

1) Surat kuasa atau pemberian kuasa
2) Perjanjian 
3) Pendelegasian wewenang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanya sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan oleh “orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi, baik hubungan yang berdasarkan hubungan kerja maupun yang berdasarkan hubungan lain selain hubungan kerja”. Dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang yang melakukan kesalahan memiliki hubungan kerja dengan korporasi maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan koprorasi sehingga korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Demikian sebaliknya, apabila seseorang yang melakukan kesalahan tidak memiliki hubungan kerja, maka korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan korporasi.

Kepala Biro Hukum dan Humas selaku petugas informasi yang bertanggungjawab mengelola situs Mahkamah Agung serta pengaburan informasi terkait identitas saksi sebelum memasukkan salinan putusan kedalam situs Mahkamah Agung. Perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh petugas PPID yang tidak mengaburkan informasi pada salinan Putusan PN Palangka Raya Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk yang dimuat dalam situs merupakan pertanggungjawaban korporasi. PPID memiliki hubungan kerja dengan Mahkamah Agung sehingga kesalahan yang dilakukan oleh PPID dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada korporasi, dimana dalam hal ini Mahkamah Agung bertindak sebagai badan hukum publik yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 
Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap Mahkamah Agung sebagai korporasi termaktub dalam Pasal 52 ayat (4) menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.” Dalam penjelasan Pasal 52 ayat (4) menjelaskan bahwa :

 “Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (corporate crime) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

a. Mewakili korporasi;

b. Mengambil keputusan dalam korporasi;

c. Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;

d. Melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban untuk korporasi Mahkamah Agung sebagai subjek hukum badan hukum publik yang melakukan publikasi terhadap Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena dalam melakukan publikasi ke dalam situs Mahkamah Agung tidak sesuai dengan prosedur sehingga dalam putusan tersebut tercantum data optik yang memuat kesusilaan yaitu foto korban yang tidak dikaburkan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 

PENUTUP

Simpulan

1. Mahkamah Agung dalam mewujudkan transparansi lembaga peradilan dengan memberikan keterbukaan informasi kepada 
publik melalui portal www.mahkamahagung.go.id yang dapat diakses oleh masyarakat. Dalam portal tersebut tersedia informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan pencari keadilan mengenai hak dan kewajiban serta mekanisme pelayanan hukum. Selain itu, Mahkamah agung dalam menyediakan salinan putusan dapat diakses melalui website Mahkamah Agung, dalam melakukan publikasi salinan putusan dalam website terdapat rambu yang harus dipatuhi oleh Mahkamah Agung. Pengadilan harus mengaburkan informasi mengenai identitas para pihak yang berperkara dan saksi untuk perkara-perkara perkawinan, pengangkatan anak, wasiat, dan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang pemeriksaannya dilakukan secara tertutup sebelum memasukkan salinan putusan kedalam website Mahkamah Agung.  Penegakan Hukum terkait publikasi salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk yang dimasukkan dalam website website Mahkamah Agung perlu dilakukan karena hal ini tidak sesuai dengan Keputusan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Perlu dilakukan penegakan hukum terhadap perturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan informasi di pengadilan agar tidak menimbulkan kesewenangan dan untuk selalu memperhatikan kepentingan para pihak yang berperkara.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang timbul akibat dari pemuatan putusan dalam situs Mahkamah Agung yang tidak mengaburkan identitas saksi pada kasus kesusilaan merupakan pertanggungjawaban korporasi.Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif  termasuk dalam badan hukum yang bersifat publik. Sehingga berlaku pertanggungjawaban pidana berupa Vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti. Dapat diberlakukannya pertanggungajawaban Vicarious liability karena Biro Hukum dan Humas selaku petugas informasi yang bertanggungjawab mengelola situs Mahkamah Agung serta pengaburan informasi terkait identitas saksi sebelum memasukkan salinan putusan kedalam situs Mahkamah Agung. PPID memiliki hubungan kerja dengan Mahkamah Agung sehingga kesalahan yang dilakukan oleh PPID dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Mahkamah Agung bertindak sebagai badan hukum publik yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Saran
Berdasarkan hasil penerlitian, penulis memberikan beberapa saran yang sebaiknya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, yaitu :

1. Perlu adanya ketelitian sebelum memuat suatu salinan putusan kedalam situs Mahkamah Agung terutama salinan putusan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana yang perlu dilindungi identitasnya serta tindak pidana yang menurut persidangan dilakukan secara tertutup.

2. Perlu dilakukan pengingatan kembali terkait keberlakuan Keputusan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan kepada petugas informasi agar tidak melakukan kesalahan serupa.
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